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Menimbang a. bahwa dalam Surat Keputusan Nomor

OOO3 I C7 .23 |OT.O0'OO/ 2026 tanggal 2 Januari 2O26 terdapat

ketidaksesuain yang perlu diperbaiki;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Surat

Keputusan tentang Revisi SK Penetapan Bendahara

Pengeluaran (BP), Bendahara Penerimaan (BPn), dan

Bendahara Pengeluaran (BPP) pada Balai Penjaminan Mutu

Pendidikan Provinsi Kalimantan SeLatan Tahun 2O26;

c. bahwa dalam pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada Batai Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2O26 dapat dilaksanakan

secara lebih tertib, elisien, efektif, dan tanggung jawab'

dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi Kalimantan Selatan tentang Revisi SK Penetapan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Menbayar (PPSPM) Tahun

2026; dan
d. bahwa yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini di

pandang cakap dan mampu dalam melalsanakan tugas

tersebut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang"'

Kementerian Pendidikan Oasar dan Menengah
B.lai Penjamirran Mutu tlendldlkan Pro\rlnC X.limantan Selatan
.ralao Cntong Royocg No. a5. RT 2. RW 6, Mentaos, BanFrbaru Utara,
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20O4
tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2O04

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua Atasal Peraturan Presiden

Nomor 42 Tahun 2OO2 terrtang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan

Teknologi Nomor I 1 tahun 2022lentangOrganisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai

Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Keda Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAIT:

XEPUTT'SA.IT KUASA PEI{(X}UNA AI{C}GARAN BPMP PROVINSI
ITALIItrAIT'TAIT SEI."ATAIT TAIITIN 2026 TEI{TAITG RD|TIISI SK

PENETAPAIT PBTABAT PEUBUAT KOUTTUEI{ IPPKI DArt

PE.'ABAT PEITAITDATAI{GAN SURAT PERINTAH UEMBAYAR
(PPSPUI PADA BALIU PEI{.,AMrI{AN MUTU PENDIDTT(AN

inovrfsr KALTMATTIAN sELl\TArt rAltlnr 2026-

Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Kalsel Nomor OOO3 / C7 .23 I OT'00'00/ 2026, tanggal
2 Jaauari2026.

Menetapkan narna-narnanya tersebut dalam l'ampiran
Keputusan ini;
U;; tugas dan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jutr p.j.t""t Penanhatangan Surat Perintah YTb"V"t (PPSPM)

Balai Pinjaminan Mutu Pendidikan Prov' Kalsel Tahun Anggaran

2026 seperti tersebut pada lampiran
S"*""'Ui"v" yang di timbulkan akibat Surat Keputusan ini
fi.b;k r" r<epaai DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun An:ggaran 2026' 
KELIMA...

KEEMPAT



KELIMA Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ini
berlaku sejak tanggal 13 April 2026 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2026
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
REVISI SK PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM) PADA BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. KALSEL TAHUN 2026

JABATAN T]RAIAN TUGAS

DIPADINAS

NAMA/NIPNO

Menganalisa dan menguj i
kebenaran material surat-surat
bukti mengenai usulan dokumen
permintaan pembayaran dan

verifi kasi kebenaran dokumen
yang menjafi
prasyarat/kelengkapan sehubungan

dengan ikatan/perjanj ian

barang/jasa meliPuti:
a. Menguji kebenaran SPP

beserta dokumen Pendukung;
b. Menolak dan mengembalikan

SPP, apabila SPP tidak
memenuhi PersYaratan untuk

dibayarkan;
c. Membebankan tagihan Pada

mata anggaran Yang telah

di sedi akanberdasarkan
DIPA,/RKAKL;

d. Menerbitkan SPM;

e. MelaPorkan Pelaksanaan

Pengujian dan Perintah
pembaYaran kePadaKPA

f. Melaksanakan tugas dan

wewenang lainnYa Yang

berkaitan dengan Pelaksanaan
pengujian dan Perintah
pembaYaran.

1

rekonsiliasi2. Mengkoordinasikan
BMNSAK-SIMAKinternal

Pejabat
Penandatangan
SPM

Kasubbag
Umum

Sucipto, S.Pd, ST, M.Kom
NrP. 1 97 I 0214199703 1004

I



3. Mengkoordinasikan penyusunan
laporan keuangan semester dan
tahunan.

2 Akhmad Gafuri,S.Pd,
M.Pd
}.IIP. 1 9 800204200212100 t

wP Ahli
Muda

Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

Melaksanakan kewenangan KPA
untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara meliputi:
a. Menerbitkan surat penunjukan

penyedia barang/jasa
b. Membuat, menandatangani dan

melaksanakan perj ad ian/kontrak
dengan pihak penyedia barang dan
jasa;

c. Melaksanakan kegiatan swakelola;
d. Menyusun laporan sekaligus

melaporkannya kepada KPA atas

perj anj ianlkontrak yang
dikelolanya;

e. Mengendalikan pelaksanaan
perjanjian/kontrak;

f. Menandatangani Surat Perintah
Pembayaran (SPP);

g. Menguji dan menandatangani
bukti-bukti pengeluaran negara;

h. Melaporkan pelaksanaan /
penyelesaian kegiatan kepada
KPA,

i. Melaksanakan tugas dan

wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran.

anggaran belanja negara sesuai

ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
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